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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

f Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan tertundanya eksekusi pidana mati yaitu :
a. Ada celah hukum dalam peninjauan kembali dan Grasi yang
dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menunda suatu
eksekusi.
b. Lamanya waktu proses pemeriksaan upaya hukum yang diajukan oleh
terpidana mati
¢. Belum adanya aturan mengenai jangka waktu antara pelaksanaan
eksekusi dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan
ditolaknya Grasi dengan pelaksanaan eksekusi.
d. Adanya Kepentingan hukum guna mengungkap pelaku kejahatan yang
lain / jaringan kejahatan.
2. Upaya yang bisa dilakukan agar eksekusi pidana mati tidak tertunda yaitu :
a. Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur
mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.
b. Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
agar proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang

cukup lama..
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c. Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan
hukum sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar
masyarakat menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan

masyarakat terhadap hukum

B. SARAN

¥

Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur
mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.

Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung agar
proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang cukup
lama..

Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan hukum
sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar masyarakat
menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat

terhadap hukum
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